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The purpose of this research is to find out the regulation of the use of 

electric bicycles and the responsibility for compensation when there is a loss 

due to the use of electric bicycles on the highway. The results of the study 

found that to handle the development of transportation technology, 

regulations in the Regulation of Law Number 22 of 2009 and Minister of 

Transportation Regulation No. 45 of 2020 are considered unable to regulate 

explicitly because there are no sanctions for the use of electric bicycles, 

unclear in the categorization of electric bicycles. Electric bicycle users who 

violate the provisions in PM 45/2020, such as using electric bicycles outside 

the permitted area, can be considered committing illegal acts. If this 

violation results in losses to other parties, both material and immaterial, 

then the electric bicycle user must be responsible for providing further 

compensation. 

Adapun tujuan dari dari penelitian ini adalah  untuk mengetahui pengaturan 

penggunaan sepeda listrik dan tanggung jawab ganti rugi ketika terjadi keru-

gian akibat penggunaan sepada listrik dijalan raya. Hasil penelitian 

menemukan bahwa untuk menangani perkembangan teknologi transportasi 

perlunya regulasi dalam Pengaturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

dan Peraturan Menteri Perhubungan No 45 Tahun 2020 dianggap belum 

mampu mengatur secara ekplisit karena belum terdapat sanksi terhadap 

penggunaan sepeda listrik, ketidakjelasan dalam pengkategorian sepeda 

listrik. Pengguna sepeda listrik yang melanggar ketentuan dalam PM 45 Ta-

hun 2020, seperti menggunakan sepeda listrik di luar area yang diper-

bolehkan, dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Apabila 

pelanggaran ini mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, baik materiil, mau-

pun immateriil, maka pengguna sepeda listrik harus bertanggung jawab un-

tuk memberikan ganti rugi lebih lanjut. 
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I.PENDAHULUAN 

Di era yang sudah sangat maju seperti sekarang, dunia menghadapi kemajuan teknologi 

yang pesat, di mana perkembangannya begitu cepat sehingga menciptakan kesan bahwa 

teknologi baru harus terus muncul secara terus-menerus dan membawa perkembangan sarana 

transportasi masa kini.
1
 Meskipun memberikan kemudahan bagi pengguna, kemajuan ini juga 

meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, yang pada akhirnya merugikan pihak lain. Maka 

pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan harus disusun dalam kerangka sistem transportasi 

nasional yang terintegrasi, dapat memenuhi kebutuhan lalu lintas, serta memberikan pelayanan 

angkutan yang teratur, nyaman, efisien, lancar, dan terjangkau secara finansial. 

Perkembangan transportasi di setiap negara bervariasi, sesuai dengan kemajuan teknologi 

yang ada di masing-masing negara. Dengan berbagai perubahan zaman dan meningkatnya 

aktivitas masyarakat yang sering kali menyebabkan kemacetan dan sering terjadinya 

kecelakaan, keinginan masyarakat saat ini cenderung menuju pada hal-hal yang lebih praktis. 

Salah satu contoh kemajuan teknologi dalam transportasi darat adalah modifikasi berbagai jenis 

alat transportasi menuju ke arah yang lebih modern. Hal ini mencerminkan peningkatan gaya 

hidup masyarakat yang semakin modern dan berorientasi pada teknologi. 

Indonesia juga sedang mengalami kemajuan yang signifikan saat ini, tidak hanya dalam 

sektor ekonomi tetapi juga dalam bidang transportasi dan teknologi. Transportasi memiliki 

peran penting dalam era modern saat ini. Dalam kemajuan teknologi yang terus berkembang, 

muncul kendaraan baru yang menggunakan tenaga listrik.
2
  Saat ini keberadaan sepeda listrik 

ini dapat kita katakana legal karena penggunaan sepeda listrik telah di atur dalam Peraturan 

Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 tahun 2020 Tentang Kendaraan 

Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik ( PM 45\2020).  

Di antara berbagai jenis kendaraan listrik yang dikembangkan, sepeda listrik menjadi 

yang paling diminati dan berhasil disosialisasikan. Sepeda listrik merupakan rangkaian sepeda 

yang dikombinasikan dengan sebuah motor sebagai penggeraknya. Motor ini juga sering 

disebut dengan dinamo dan tenaganya berasal dari listrik pada baterai. Di Indonesia, 

penyebaran sepeda listrik juga mulai meningkat, karena banyak orang mencari alternatif 

transportasi yang ramah lingkungan dan praktis di gunakan untuk perjalan jarak dekat. PM 

45\2020 pasal 1 ayat 7 menyebutkan “sepeda listrik adalah kendaraan tertentu yang memiliki 

roda 2 (dua) dilengkapi dengan peraltan mekanik berupa motor listrik”. 

Sepeda listrik adalah kendaraan yang mengandalkan dua tenaga penggerak, yaitu dengan 

pengerak manusia dan penggerak berbasis baterai untuk beroperasi. penggunaan sepeda listrik 

ini cukup mudah, hanya dengan mengisi daya selama beberapa jam, sepeda listrik siap 

digunakan tanpa perlu bahan bakar. Ketika baterai habis, sepeda dapat digunakan seperti 

sepeda biasa dengan tenaga manusia. Kendaraan ini, dikenal sebagai hybrid vehicle. Jika daya 

batrai sepeda habis dapat di kayuh secara manual seperti halnya sepeda pada umumnya. 

Dengan menggunakan energi listrik, kendaraan ini bersih dari polusi suara dan udara. 

Dari Peraturan Mentri di atas, penulis berpendapat bahwasanya sepeda listrik tidak ter-

masuk atau sama dengan kendaran bermotor karena didalam UULLAJ pasal 1 angka 8 

menyebutkan bahwa “Kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh 

peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel”. Masi banyak yang 

gagal paham mengenai penggunaan sepeda listrik ini meskipun sudah diatur di dalam peraturan 

menteri perhubungan nomor 45 tahun 2020 menggunakan sepeda listrik di larang di guanakan 
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di jalan raya dan sangat berbahaya bagi anak di bawah umur, bahkan juga bagi orang lain yang 

ada di jalan raya, anehnya banyak orang tua yang tidak tahu bahkan mengabaikan hal ini.
3
 

Tidak bisa dipungkir bahwasanya sepeda listrik sangat praktis dan memudahkan banyak 

orang untuk menggunakannya. Tetapi perlu diingat bahwa sepeda listrik belum termasuk 

sebagai mode transportasi utama dan terdaftar di Indonesia karena kapasitas sepeda listrik 

terbatas dan adanya kendala perizinan. Dalam kondisi ini, selain tanggung jawab ganti kerugian 

di atas, penulis berpendapat bahwasannya sepeda listrik menghadapi kekosongan hukum 

karena tidak ada peraturan yang secara spesifik mengatur kendaraan yang memiliki kriteria 

sebagai kendaraan bermotor dan sebagai kendaraan tidak bermotor. Kekosongan pengaturan 

hukum sepeda listrik ini memiliki konsekuensi yuridis yang tidak jelas, yaitu akibat hukum dari 

penggunaan sepeda listrik tersebut. Akibat hukum ini melibatkan hak dan kewajiban 

pengendara sepeda listrik, apakah mereka tunduk pada aturan kendaraan bermotor atau tidak 

bermotor. Contoh, terkait penggunaan helm, batas usia, dan lain-lain, sehingga para pengendara 

sepeda listrik harus memahami peraturan yang berlaku untuk mereka. 

Akhir-akhir ini masi saja ada penguna sepeda listrik yang berani atau dengan sengaja 

menggunakan sepeda listrik di jalan raya, tentu ini sangat berbahaya dan merugikan bagi 

pengguna jalan. Ini karena masih banyak daerah di indonesia khusunya kota-kota besar yang 

masih belum tersedia jalur khusus sepeda, sehingga pesepeda juga ikut menggunakan jalan 

bersamaan dengan kendaraan bermotor, hal itu dapat menyebab suatu kejadian peristiwa 

hukum yaitu berupa kecelakaan ataupun hal lainya yang dapat merugikan pennguna jalan. 

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kendaraan Lalulintas Dan 

Angkutan Jalan (UULLAJ). Pengendara kendaraan bermotor tetap harus memberikan 

keistimewaan kepada pejalan kaki dan pesepeda. Pesepeda menjadi prioritas saat di jalan raya. 

Sebagaimana telah ditegaskan pada Pasal 106 ayat 2 UULLAJ, keselamatan pejalan kaki dan 

pesepeda harus diutamakan oleh pengemudi kendaraan bermotor. Pesepeda kerapkali menjadi 

korban dari kendaraan bermotor yang tabrak dari belakang, bersenggolan atau terserempet yang 

bisa berakibat pada jiwa pesepeda. Maka terdapat sanksi yang diberikan. Hal tersebut telah 

ditegaskan dalam Pasal 284 UULLAJ bahwa “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan 

bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan 

atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 

Ketika benar terjadi kerugian pada pengguna jalan yang disebabkan oleh tindakan oknum 

pengendara sepeda listrik yang dengan sengaja masuk ke jalan raya. Apakah ketentuaan 

UULLAJ dapat mengatur hal tersebut. Mengingat kelayakan sepeda listrik digunakan di jalan 

raya dan klasifikasi sepeda listrik yang belum jelas, apakah termasuk kendaraan bermotor atau 

bukan kendaraan bermotor. kurangnya regulasi jelas serta aturan yang lebih rinci mengenai 

sanksi dan denda bagi pelanggar. Apakah pengguna sepeda listrik dapat dimintai bertanggung 

jawab untuk memberikan ganti rugi. Hal ini menimbulkan perdebatan hukum mengenai 

tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak dalam menjaga keselamatan dan keterti-

ban di jalan raya, serta pentingnya penegakan hukum yang adil dan tegas untuk memastikan 

semua pihak mematuhi peraturan yang berlaku dan penulis akan memberikan langkah hukum 

akan perihal tersebut. 
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II.METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif artinya adalah 

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan.
4
 Penelitian Hukum 

Normatif atau juga disebut dengan penelitian  hukum kepustakaan adalah suatu metode atau 

cara yang digunakan dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada. 

Penelitian normatif ini difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma hukum 

dalam hukum positif yang berlaku.
5
Penelitian hukum normatif mengkaji dari berbagai macam 

aspek seperti teori-teori hukum dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia yang berkaitan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.
6
 Metode penelitian 

normatif juga adalah sebagai penelitian doktrinal (doctrinal research), yaitu penelitian 

menganalisis baik hukum sebagai aturan yang tertulis maupun hukum apakah sebagai suatu 

kebiasaan atau kepatutan dalam memutuskan suatu perkara hukum.
7
 

 

III.HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pengaturan Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Menurut Undang Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan 

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang di gerakkan menggunakan mesin 

yang  biasanya  dipergunakan  untuk  mengangkut  barang atau orang  dari  satu  tempat  ke  

tempat lainnya.  Peralatan  teknik  dalam  ketentuan  ini  dapat  berupa  motor  atau  peralatan 

lainnya  yang berfungsi untuk mengubah  suatu  sumber  daya energi tertentu menjadi tenaga 

gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pengertian kata berada dalam ketentuan ini ada-

lah terpasang pada tempat sesuai dengan fungsinya.
8
 Kendaraan meliputi berbagai jenis, seperti 

gerbong, sepeda, kendaraan bermotor (seperti mobil, truk, bus, sepeda motor), kendaraan rel 

(kereta api, trem), perahu (kapal, perahu), kendaraan amfibi, pesawat (terbang dan helikopter), 

dan wahana antariksa. 

Terdapat 3 peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kendaraan, yaitu 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya 

(UULLAJ), Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (PP 55\2012), dan 

Peraturan Presiden No 79 tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 55 

Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery 

Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan (Prespres 55\2019). 

Dalam Pasal 1 angka 7 UULLAJ membagi kendaraan menjadi 2 jenis yaitu, kendaraan 

bermotor dan tidak bermotor. Kendaraan bermotor meliputi sepeda motor, mobil penumpang, 

mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus.
9
 Seiring perkembangan teknologi kedua 

golongan kendaraan tersebut mengalami pembaharuan. Kemudian menyertakan energi listrik 

sebagai sumber penggerak alternatif.  

Kendaraan bermotor merupakan setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekan-

ik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel (Pasal 1 angka 8 UULLAJ dan Pasal 

1 angka 2 PP 55/2012). Kendaraan bermotor terdiri atas sepeda motor, mobil penumpang, mo-

bil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus (Pasal 47 ayat (2) UULLAJ dan Pasal 3 ayat (1) 

                                                           
4
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PP 55/2012). Yang termasuk dalam kendaraan khusus diantaranya adalah kendaraan yang 

memiliki fungsi militer, ketertiban dan keamanan masyarakat, alat produksi, serta mobilitas 

penyandang cacat (Pasal 5 ayat (6) PP 55/2012). Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan 

beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh 

peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu 

sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.  

Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia 

dan/atau hewan (Pasal 1 angka 9 UULLAJ dan Pasal 1 angka 3 PP 55/2012). Kendaraan tidak 

bermotor hanya dikelompokkan menjadi dua, yaitu kendaraan yang digerakkan oleh tenaga 

orang dan kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan (Pasal 47 ayat (4) UULLAJ  dan 

Pasal 4 PP 55/2012). Kendaraan tidak bermotor yang digerakkan oleh tenaga orang terdiri atas 

sepeda, becak, dan kereta dorong. Kendaraan tidak bermotor yang ditarik oleh tenaga hewan 

terdiri atas kereta, delman, dan cikar (Pasal 114 PP 55/2012). 

Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (selanjutnya disingkat KBLBB) merupakan 

kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga 

listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar (Pasal 1 angka 3 Prespres 

55\2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery 

Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan). Pasal 2 ayat (1) Prespres 55\2019, KBLBB 

diklasifikasikan menjadi dua, yaitu berdasarkan roda dua atau roda tiga dan yang berbasis roda 

empat atau lebih. Dari ketiga klasifikasi kendaraan yang ada, dapat disimpulkan bahwa sepeda 

listrik, yang merupakan kendaraan hibryd yang menggabungkan energi listrik dan tenaga 

manusia, tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari tiga klasifikasi kendaraan tersebut. 

Berdasarkan ketentuan hukum dalam peraturan tentang kendaraan berbasis baterai dan 

kendaraan tidak bermotor, sepeda listrik tidak sepenuhnya sesuai dengan klasifikasi yang ada. 

Tidak ada klasifikasi dari kendaraan yang menggunakan dua tenaga penggerak sumber. 

Jika kita perhatikan secara seksama, terdapat perbedaan penting yang membedakan 

kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dengan kendaraan tidak 

bermotor, yaitu faktor sumber tenaga penggerak utama, apakah manusia atau mesin. Semua 

kendaraan yang menggunakan mesin bahan bakar minyak atau motor listrik-baterai sebagai 

penggerak utama harus digolongkan sebagai kendaraan bermotor atau KBLBB. Semua 

kendaraan yang menggunakan tenaga manusia atau hewan sebagai penggerak utama, 

digolongkan sebagai kendaraan tidak bermotor. 

Menurut penulis pada pandangan awal, sepeda listrik yang dilengkapi dengan motor 

penggerak listrik mungkin tampak memenuhi syarat sebagai kendaraan bermotor. Namun, ter-

dapat sejumlah unsur tambahan yang perlu dipenuhi agar suatu kendaraan benar-benar diklas-

ifikasikan sebagai kendaraan bermotor, bukan hanya dilihat dari keberadaan motor listrik saja. 

Berdasarkan pengertian dan penjabaran kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, 

dapat dilihat terjadi ketidakpastian untuk kategori sepeda listrik, karena sepeda listrik dapat 

bergerak menggunakan mesin yang menggunakan tenaga listrik dan juga dapat digerakan 

menggunakan tenaga manusia. Demi kepastian hukum sepeda listrik ini digolongkan sebagai 

kendaraan tidak bermotor. Sepeda listrik merupakan kendaraan tidak bermotor adalah karena 

walaupun sepeda listrik memiliki mesin dan baterai yang dapat diisi ulang, serta dapat digas, 

akan tetapi fitur-fitur ini hanya berlaku untuk sementara dan hanya menjadi pendukung dari 

tenaga kayuh manusia sebagai penggerak utama. Sepeda listrik yang dijual di pasaran hanya 

memiliki jarak tempuh sekitar 20-30 km dalam sekali isi ulang, serta memiliki teknologi 

electric pedal assist dan dapat di gas (throttle).
10

  Apabila semua fitur dan teknologi ini tidak 
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berfungsi, sepeda listrik masih dapat digunakan sebagai alat transportasi. Sepeda listrik hanya 

memiliki kapasitas motor penggerak yang relatif kecil. Daya listrik yang rendah ini tidak 

sebanding dengan kendaraan bermotor yang diatur dalam UULLAJ dan hanya boleh digunakan 

di jalur tertentu seperti, kawasan komplek, tempat wiasata dan jalur khusu sepeda, sesuai yang 

di atur PM 45\2020. Sepeda listrik belum memenuhi syarat dan kewajiban yang mengharuskan 

pengguna kendaraan bermotor memiliki SIM dan STNK sesuai dalam pasal 68 dan pasal 77 

UULLAJ, Sepeda listrik bukan merupakan kendaraan bermotor juga dikuatkan dengan adanya 

PM 45\2020 yang menetapkan bahwa sepeda listrik, lebih spesifik dikategorikan sebagai 

kategori kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik.  

Akibat ketidak jelasan atas kepastian bahwa sepeda listrik ini adalah kendaraan bermotor 

atau kendaraan tidak bermotor, menyebabkan kebingungan bagi banyak para pengguna sepeda 

listrik dan penegak hukum dalam menerapkan aturan yang ada. Oleh karena itu, pemerintah 

seharusnya membuat aturan khusus yang secara spesifik mengatur penggunaan sepeda listrik. 

Aturan tersebut harus mencakup berbagai aspek, termasuk persyaratan teknis sepeda listrik, ke-

tentuan keselamatan, prosedur registrasi, dan peraturan tentang penggunaannya di jalan raya, 

dan pengklasifikasian sepeda listrik ini apakah termasuk kendaraan bermotor atau kendaraan 

tidak bermotor.  

Untuk menjamin Kepastian hukum dalam berlalu lintas pada dasarnya di Indonesia telah 

diatur dalam UULLAJ yang pada pokoknya mengatur kelancaran, keamanan, dan ketertiban 

lalu lintas kepada pengguna jalan, akan tetapi di dalam UULLAJ belum diatur mengenai 

penggunaan khususnya terhadap penggunaan sepeda listrik dan karena tidak adanya peraturan 

yang secara sempurna mengatur tentang sepeda listrik, hal ini mengakibatkan tidak adanya 

rambu-rambu yang jelas bagi pengguna sepeda listrik. Akan tetapi ada PM 45\2020 yang 

mengatur tentang sepeda listrik untuk mempersiapkan peraturan hukum sepeda listrik dalam 

berlalu lintas dan untuk menjamin keselamatan pengguna sepeda listrik maka kebijakan 

penggunaan sepeda listrik Kementerian Perhubungan telah menggulirkan dua peraturan. Yaitu, 

Peraturan Menteri Perhubungan No. 44 Tahun 2020 tentang Pengujian Tipe Fisik Kendaraan 

Bermotor dengan Motor Penggerak Menggunakan Motor Listrik (PM 44\2020) dan PM 

45\2020. Kedua peraturan menteri itu, dipersiapkan sebagai landasan hukum yang mengatur 

sejumlah ketentuan/prasyaratan penggunaan kendaraan motor dengan penggerak listrik dalam 

beroperasi di jalan umum sebagai salah satu moda transportasi darat dan menjaga ketertiban 

berlalu lintas. 

PM 44\2020 dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa sepeda motor listrik diwajibkan 

untuk memiliki Sertifikat Uji Tipe (SUT) yang menjadi bukti bahwa kendaraan tersebut telah 

melewati uji tipe yang ditetapkan oleh kementerian perhubungan sedangkan, PM 45\2020 yang 

menjelaskan tentang persyaratan keselamatan yang harus dipatuhi saat menggunakan sepeda 

listrik. Kebijakan penggunaan sepeda listrik diatur dengan tujuan untuk mengatur dan 

mengawasi penggunaan kendaraan ini guna menjaga keselamatan dan kenyamanan dalam 

berlalu lintas. Akan tetapi di dalam PM 45\2020 ini hanya memuat mengenai aturan untuk 

menggunakan sepeda listrik di jalan raya, dan di dalam peraturan ini tidak memuat larangan 

atau sanksi mengenai pelanggar aturan menggunakan sepeda listrik di jalan raya. Salah satu 

kota yang membuat aturan tentang sepeda listrik, yaitu kota Banjarmasin diatur dalam, 

Peraturan wali kota Banjarmasin No 113 Tahun 2020 tentang kawasan kendaraan tertentu 

dengan menggunakan penggerak motor listrik di kota banjarmasin (Perwal Banjarmasin No 

113/2020). Kedua peraturan tersbut, kurang lebih sama, karena belum dapat mengatur secara 

khusus, terlebih mengenai sanksi-sanksi. 

Menurut PM 45\2020 sepeda listrik dengan menggunakan penggerak motor listrik 

tergolong kedalam kendaraan tertentu yang dimana menurut pasal 1 ayat 2 peraturan menteri 

perhubungan ini bawasannya kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik 
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adalah suatu sarana dengan menggunakan penggerak motor listrik yang digunakan mengangkut 

orang di wilayah oprasi dan/atau lajur tertentu.  

PM 45\2020 mengatur pengoperasian sepeda listrik hanya dapat di lajur khusus atau 

kawasan tertentu. Lajur khusus yang dimaksud adalah jalur yang disediakan untuk 

pengoperasian sepeda listrik dan untuk kawasan tertentu, meliputi pemukiman, Kawasan bebas 

kendaraan bermotor, Kawasan wisata, Kawasan perkantoran, area diluar jalan, dan area sekitar 

sarana angkutan umum. Apabila dalam hal ini tidak tersedia jalur khusus yang dimaksud, dapat 

dioperasikan di trotoar dengan kapasitas memadai dan memperhatikan keselamatan pejalan 

kaki. Pengaturan pelanggaran dalam PM 45\2020 tersebut tidak diatur mengenai sanksi apapun 

manakala Pasal 4 ayat 1 dilanggar. Tidak adanya sanksi tersebut membuat penegakan PM 

45\2020 menjadi belum efektif.  

Adapun Pasal 200 Ayat 1 UULLAJ menyebutkan bahwa : “Kepolisian Negara Republik 

Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan 

memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Berdasarkan ketentuan yang ada, 

penegakan hukum di jalan raya menjadi tanggung jawab satuan lalu lintas kepolisian di setiap 

resor di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, secara hukum, himbauan yang dikeluarkan oleh 

satuan lalu lintas kepolisian terkait pengoperasian sepeda listrik dapat dibenarkan karena ini 

sesuai dengan tanggung jawab yang diatur dalam UULLAJ. Penerbitan larangan oleh pihak 

kepolisian adalah bagian dari tanggung jawab atas keamanan lalu lintas dan angkutan jalan 

yang diatur dalam Pasal 200 UULLAJ. Maka dari itu, larangan terhadap penggunaan sepeda 

listrik dapat diberlakukan dengan himbauan terlebih dahulu. Karena, jika langsung dilakukan 

penindakan berupa penilangan terhadap pengguna sepeda listrik, hal ini justru bisa men-

imbulkan kebingungan terkait penerapan ketentuan UULLAJ dan PM 45\2020.
11

 Ini 

dikarenakan dalam UULLAJ tidak mengatur secara rinci tentang sepeda listrik, sedangkan da-

lam PM 45\2020 juga tidak terdapat aturan mengenai sanksi atau denda jika sepeda listrik tidak 

memenuhi syarat operasional.  

Lajur lalu lintas, sering kali disingkat sebagai lajur, merupakan bagian dari jalan yang 

dirancang untuk memungkinkan pergerakan kendaraan secara teratur dan aman. Setiap lajur 

dirancang untuk digunakan oleh satu kendaraan pada satu waktu, dengan tujuan mengatur 

aliran lalu lintas dan meminimalkan risiko kecelakaan. Konsep ini menjadi sangat penting 

dalam manajemen lalu lintas, terutama di jalan-jalan perkotaan dan jalan raya utama. Lebar 

standar untuk satu lajur adalah 3,5 meter. Kendaraan dengan lebar maksimum 2,5 meter masih 

dapat dengan aman melewati lajur ini, menyisakan ruang bebas sebesar 0,5 meter di setiap 

sisi.
12

 Hal ini sangat penting di jalan raya yang sering dilalui oleh berbagai jenis kendaraan 

dengan ukuran yang berbeda-beda. Lebar lajur juga memainkan peran penting dalam desain 

jalan dan perencanaan kota. Di jalan-jalan perkotaan yang sering kali padat, pengaturan lebar 

lajur yang tepat dapat membantu mengoptimalkan penggunaan ruang jalan dan memaksimalkan 

kapasitas lalu lintas.  

Dengan demikian penulis berpendapat, UULLAJ belum dapat atau belum bisa untuk 

mengatur kendaraan berbasis listrik, khususnya sepeda listrik. Setelah menimbang pengertian 

dan penjabaran tentang kendaraan, sepeda lsitrik tergolong sebagai kendaraan tidak bermotor. 

Dapat kita lihat secara seksama sepeda listrik memiliki 2 alat penggerak yaitu dengan 

menggunakan tenaga motor listrik yang berbasis batrai dan juga bisa di kayuh seperti sepeda 

konvesional pada umunya atau menggunakan tenaga manusia itu sendiri.  

Perlunya regulasi yang lebih jelas mengenai aturan baru terkait sepeda listrik dalam 

UULLAJ. Penambahan ini bisa dilakukan melalui revisi atau amandemen undang-undang yang 

                                                           
11

 Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya (hukumexpert.com) Diakses pada tanggal 9 juli 2024 
12

 https://teknopedia.teknokrat.ac.id/wiki/Lajur_lalu_lintas Diakses pada tanggal 10 juli 2024 

https://hukumexpert.com/penggunaan-sepeda-listrik-di-jalan-raya/?detail=ulasan
https://teknopedia.teknokrat.ac.id/wiki/Lajur_lalu_lintas


Nikodemus Suwito,et al 

373 Toposantaro  Vol. 1 No 4 Desember 2024 
 

ada, dengan memasukkan pasal-pasal yang mengatur secara rinci tentang sepeda listrik. 

Langkah ini penting untuk memastikan keselamatan pengguna jalan serta ketertiban lalu lintas. 

Jika ada aturan yang jelas, pengguna sepeda listrik akan lebih memahami hak dan 

kewajibannya di jalan raya, sehingga dapat mengurangi potensi kecelakaan dan pelanggaran 

lalu lintas. Regulasi yang tepat akan memberikan panduan yang jelas tentang cara berkendara 

yang aman, area yang boleh digunakan, dan aturan lain yang harus dipatuhi oleh pengendara 

sepeda listrik. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesadaran pengguna sepeda listrik, tetapi juga 

membantu penegak hukum dalam menegakkan aturan secara konsisten dan adil.  

Sedangkan dalam peraturan yang berlaku saat ini yaitu, PM 45\2020 menurut penulis 

harus lebih di pertimbangkan, karena dalam PM 45\2020 pasal 4 ayat 1 huruf b, menyebutkan 

bahwa “usia pengguna paling rendah 12 tahun (dua belas tahun)”. Aturan ini menimbulkan 

kekhawatiran di kalangan masyarakat dan para ahli, karena menurut penulis, usia 12 tahun 

dianggap masih sangat labil dan belum memiliki pemahaman yang matang tentang aturan-

aturan yang berlaku dalam penggunaan kendaraan. Anak-anak pada usia tersebut cenderung 

kurang mampu mengantisipasi resiko-resiko di jalan serta belum memiliki kedewasaan 

emosional yang cukup untuk mengoperasikan kendaraan dengan aman. Oleh karena itu, 

penerapan batas usia ini perlu ditinjau kembali untuk memastikan keselamatan anak-anak dan 

pengguna jalan lainnya. 

Menurut pandangan hukum, Pemerintah juga harus lebih memperhatikan infrastruktur 

bagi pengguna sepeda. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbanyak fasilitas berupa jalur 

khusus sepeda yang aman dan terintegrasi dengan baik dalam jaringan jalan raya. Penyediaan 

jalur sepeda yang memadai dan teratur merupakan bagian dari kewajiban pemerintah untuk 

memastikan keselamatan dan kenyamanan semua pengguna jalan. Selain itu, pemerintah perlu 

memastikan bahwa jalur-jalur sepeda ini memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya ini juga sejalan dengan kebijakan 

pemerintah dalam mendukung transportasi ramah lingkungan dan mengurangi polusi udara 

serta kemacetan lalu lintas.  

Jalur khusus ini harus dirancang sedemikian rupa agar terpisah dari lalu lintas kendaraan 

bermotor, memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna sepeda listrik dan sepeda 

konvensional. Selain itu, pemasangan rambu-rambu khusus untuk pengguna sepeda sangat 

penting untuk memberikan petunjuk yang jelas dan mengingatkan semua pengguna jalan 

tentang hak-hak dan kewajiban pengendara sepeda. Rambu-rambu ini harus mencakup 

peringatan, petunjuk arah, serta tanda-tanda larangan yang spesifik untuk sepeda. 

Sepeda listrik, sebagai kendaraan tertentu yang menggunakan motor listrik, perlu diatur 

dengan jelas dalam kategori yang sesuai untuk menghindari ambiguitas hukum. Pasal 57 

UULLAJ mewajibkan setiap kendaraan bermotor memiliki perlengkapan standar keselamatan, 

sedangkan Pasal 61 UULLAJ mengatur bahwa kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di 

jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan, meliputi konstruksi, sistem kemudi, sistem 

roda, rem yang baik, lampu depan dan belakang, serta klakson. Standarisasi ini penting untuk 

memastikan keselamatan pengendara sepeda listrik dan pengguna jalan lainnya. Penggunaan 

helm juga diwajibkan bagi pengguna sepeda listrik, sesuai dengan regulasi yang ada, untuk 

meningkatkan keselamatan di jalan raya.
13

 

Menurut penulis, harus adanya infrastruktur yang memadai dan aturan yang jelas, 

diharapkan dapat mendorong lebih banyak orang untuk menggunakan sepeda sebagai moda 

transportasi yang ramah lingkungan. Ini akan berkontribusi pada pengurangan polusi udara, 

penurunan kemacetan lalu lintas, dan peningkatan kesehatan masyarakat. Langkah-langkah ini 
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harus diiringi dengan program edukasi dan sosialisasi yang terus-menerus untuk memastikan 

bahwa semua pengguna jalan memahami dan menghormati aturan yang berlaku. Pemerintah 

juga bisa mempertimbangkan insentif bagi pengguna sepeda listrik, seperti penyediaan parkir 

khusus atau pengurangan biaya registrasi, untuk lebih mendorong penggunaan sepeda listrik 

dalam kehidupan sehari-hari.  

 

B. Tanggung Jawab Ganti Rugi Ketika Terjadi Kerugian Akibat Penggunaan Sepada 

Listrik Dijalan Raya 
Sepeda listrik merupakan salah satu kendaraan yang termasuk baru masuk ke Indonesia, 

pengaturan untuk sepeda listrik terbilang masi sangat kurang hinnga saat ini. Namun 

peredarannya  sudah sangat luas mulai dari kota-kota besar hingga ke desa-desa. Sudah banyak 

masyarakat yang menggunakan sepeda listrik, ini karena sepeda lsitrik termasuk alat 

transportasi yang sangat mudah di gunakan, hampir semua kalangan bnyak yang menggunakan 

sepeda listrik mulai dari anak-anak sampai dewasa. Kehadiran sepeda listrik juga menjadi ben-

tuk usaha baru yang mendukung perekonomian. Terutama kepada target pasarnya yaitu 

masyarakat yang tidak bisa mengendarai motor dengan alasan sepeda listrik mudah untuk dija-

ga dan dioperasikan.
14

 

Banyaknya pengguna sepeda listrik di Indonesia belum diimbangi dengan jalur penggun-

anya sehingga menimbulkan kebingungan dan larangan yang kurang pasti di beberapa kawasan 

maupun wilayah, contohnya pada jalan raya, dengan kata lain, belum adanya pengaturan 

hukum yang khusus. Jalur sepeda listrik sejatinya merupakan hak yang harus didapatkan. 

pengguna juga harus ada standar keselamatan dan pengoperasiannya pada jalur sepeda listrik, 

hal ini kemudian merupakan kewajiban negara untuk menetapkan aturan sebagai pemenuhan 

hak pengguna sepeda listrik. Dengan kurangnya fasilitas bagi pengguna sepeda seperti jalur 

sepeda yang masi sangat jarang kita temui di Indonesia, ini sangat memungkinkan pengguna 

sepeda listrik ikut turun ke jalan raya bersama dengan pengendara motor lainya. 

Akibat pengguna sepeda listrik semakin banyak, hal dapat menimbulkan beberapa 

masalah berupa penggunaan di jalan raya yang dimana dapat menimbulkan kerugian seperti 

kecelakaan yang merugikan pengendara sepeda listrik itu sendiri dan pengendara lainya. 

Undang-undang yang berlaku saat ini, yaitu UULLAJ belum memberi regulasi yang jelas 

terkait sepeda listrik. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan hukum terkait penggunaan sepeda 

listrik dijalan raya akibatnya penggunaan sepeda listrik tidak memiliki kepastian hukum saat 

digunakan, sering terjadi penyalahgunaan sepeda listrik oleh pengendara yang tidak 

bertanggung jawab dengan penggunaan yang semena-mena dijalan, mengakibatkan terjadinya 

kecelakaan. 

Sepeda listrik telah diatur dalam PM 45\2020. Sebelum adanya peraturan ini, terdapat 

aturan yang lebih dulu mengatur kendaraan tertentu yaitu, UULLAJ. Menurut UULLAJ Pasal 1 

angka 7, dalam undang-undang tersebut membagi kendaraan menjadi dua jenis yaitu: 

kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 55 

Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery 

Electric Vehicle) untuk transportasi Jalan. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan, Kendaraan tidak bermotor merupakan setiap kendaraan yang digerakkan oleh 

tenaga manusia dan/atau hewan, dan dalam Pasal 1 angka 3 PP no 55 tahun 2012 tentang 

Kendaraan juga demikian.  

Tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan 

kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Setiap 
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pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai 

maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan 

pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan. Setiap tuntutan 

pertanggung jawaban dalam hukum harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan 

seseorang harus (wajib) bertanggung jawab. Dasar pertanggung jawaban itu menurut hukum 

perdata adalah kesalahan dan resiko yang ada dalam setiap peristiwa hukum. 

Dalam hukum perdata tanggung jawab diatur oleh beberapa Pasal yang berbeda. Pasal 

1365 KUHPerdata, Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum, yang berarti setiap 

perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Perbuatan 

melawan hukum dapat dilakukan dengan kesengajaan atau karena kelalaian, dan pelaku harus 

bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut, Pasal 1366 KUHPerdata, Pasal ini 

mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kelalaian. Ini berarti 

bahwa pelaku harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang timbul karena 

kelalaian mereka, meskipun tidak ada kesengajaan. Pasal 1367 KUHPerdata, Pasal ini 

mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan tanpa kesalahan. Ini berarti bahwa 

pelaku tidak bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang timbul, karena tidak ada 

kesalahan yang dapat diidentifikasi. Dengan demikian,  Pasal 1365, 1366, dan 1367 

KUHPerdata adalah beberapa pasal yang mengatur tentang tanggung jawab dalam hukum 

perdata, terutama dalam konteks perbuatan melawan hukum.
15

 

Akhir-akhir ini, masih saja terdapat pengguna sepeda listrik yang berani melanggar 

aturan dengan beroperasi di jalan raya. Meskipun penggunaan kendaraan tersebut telah diatur 

dalam PM 45\2020, yang secara tegas menyatakan bahwa sepeda listrik hanya boleh digunakan 

di lajur tertentu, banyak pengendara yang mengabaikan ketentuan ini. Situasi ini tidak hanya 

menciptakan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang ada, tetapi juga berpotensi meningkatkan 

risiko kecelakaan. Akibatnya, pengguna sepeda listrik sering kali menjadi penyebab utama 

terjadinya kecelakaan lalu lintas, yang tidak hanya merugikan diri mereka sendiri, tetapi juga 

membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Padahal, sepeda listrik hanya boleh 

dipakai di area terbatas seperti komplek pemukiman. Meskipun sudah ada himbauan dari pihak 

kepolisian, namun masih banyak yang memakainya di jalan raya.
16

 

Sepeda listrik, menggunakan motor penggerak yang nyaris tanpa suara, sering kali tidak 

terdeteksi oleh pengendara lain. Ini memungkinkan, pengguna sepeda listrik menjadi dalang 

dalam terjadinya kecelakaan, baik dengan sesama pengguna sepeda listrik maupun dengan 

kendaraan bermotor lainnya. Contohnya pengguna sepeda listrik tiba-tiba menyebrang atau 

mendahului pengendara lain, sehingga membuat pengendara lainnya tidak siap akan situasi 

tersebut, menyebabkan terjadinya hal yang tidak di inginkan, seperti bersenggolan atau saling 

merugikan satu sama lain. Ini karena minimnya suara motor penggerak dari sepeda listrik,  

Kurangnya pengawasan dan pemahaman tentang keselamatan jalan raya turut memperburuk 

situasi ini. Selain itu, banyak pengguna sepeda listrik adalah anak-anak di bawah umur. Seperti 

yang ditetapkan dalam PM 45/2020, batas usia minimal pengguna sepeda listrik adalah 12 

tahun, dan mereka harus tetap diawasi oleh orang dewasa. Namun, pada kenyataannya, masih 

banyak anak-anak di bawah usia tersebut yang menggunakan sepeda listrik tanpa pengawasan 

yang memadai. Kurangnya pengalaman dan keterampilan anak-anak dalam mengendarai 

sepeda listrik di jalan raya yang padat lalu lintas, serta ketidakmampuan mereka untuk bereaksi 

cepat terhadap situasi darurat, menambah risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. 
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Menurut teori hukum perdata bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut termasuk dalam 

perbuatan melawan hukum, karena adanya ketidaksengajaan pengguna jalan yang 

mengakibatkan kecelakaan dan menimbulkan kerugian maupun korban manusia.
17

 Selain itu, 

pertanggungjawaban hukum terhadap kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat dituntut secara 

hukum pidana, tetapi juga secara hukum perdata. Dalam hukum perdata disebutkan bahwa tiap 

perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang 

yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, 

mengganti kerugian tersebut. Dengan demikian, pihak yang menimbulkan kerugian dapat 

diminta pertanggungjawaban secara hukum perdata untuk mengganti kerugian yang timbul.
18

 

Berdasarkan pristiwa yang telah diuraikan diatas, jika terjadinya kecelakaan yang 

mengakibatkan kerugian pada pihak lain, pengguna sepeda listrik dapat dimintakan tanggung 

jawab perdata atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan atau kelalaiannya, Pengguna 

sepeda listrik juga telah melanggar ketentuan dalam PM 45\2020, yaitu tentang pengoprasian 

sepeda listrik tidak pada tempatnya. Berdasarkan Pasal 1365, 1366, 1367 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ini berarti bahwa jika seorang pengguna sepeda listrik 

melakukan tindakan yang melanggar hukum atau lalai sehingga menyebabkan kerugian bagi 

pihak lain, pengguna sepeda listrik wajib bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi atas 

kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan. 

Hal ini mencakup berbagai bentuk kerugian, baik materiil maupun immateriil, yang harus 

dibuktikan di pengadilan agar tanggung jawab perdata tersebut dapat ditegakkan. Ganti rugi 

materiil adalah melakukan pergantian secara finansial terhadap pihak yang merasa dirugikan. 

Contoh, penggantian kerugian berupa biaya medis, kerugian ekonomi, kerugian properti, atau 

biaya perbaikan akibat tindakan yang melanggar hak. Sedangkan ganti rugi immateriil merupa-

kan penggantian atas kerugian yang sulit atau tidak mungkin diukur secara finansial, seperti 

penggantian atas rasa sakit, penderitaan emosional, kerugian reputasi, atau penghinaan.
19

 

Penyelesaian kasus kecelakaan akibat pengguna sepeda listrik di jalan raya jika 

menggunakan konsep perbuatan melawan hukum (PMH) yang diatur dalam Pasal 1365, Pasal 

1366 dan Pasal 1367 KUHPerdata.  Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa "Tiap per-

buatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang 

yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"  

Menurut penulis adapun alternatif lainya untuk menyelesaikan kasus kecelekaan tersebut, 

yaitu dengan cara penyelesaian secara non litigasi. Non litigasi  adalah suatu proses 

penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Metode ini bertujuan untuk mencapai 

kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam sengketa, tanpa melalui proses persidangan 

yang panjang dan mahal. Metode penyelesaian sengketa non litigasi ini dapat digunakan dalam 

berbagai jenis sengketa, seperti sengketa bisnis, sengketa keluarga, sengketa konsumen, dan 

sebagainya.
20

 Mekanisme non litigasi meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. 

Menurut penulis keduabelah pihak yang terlibat perkara dapat menyelesaikan dengan metode 

negosiasi dan mediasi, guna untuk menyelesaikan suatu perkara. Menggunakan metode 

negosiasi adalah dengan mengadakan pembicaraan antara pengemudi sepeda listrik dengan 

korban yang merasa di rugikan. Guna menghasilkan kemufakatan terkait permasalahan yang 

terjadi. Jika melalui mediasi guna untuk mengupayakan penyelesaian kasus dengan jalan 

                                                           
17

https://www.hukumonline.com/klinik/a/contoh-kesengajaan-dan-kelalaian-dalam-kecelakaan-lalu-lintas-

lt5be8116c61d90/, Diakses pada 24 juli 2024 
18

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14384/Tinjauan-terhadap-Gugatan-Perbuatan-Melawan-

Hukum.html, Diakses pada 24 juli 2024 
19

 https://siplawfirm.id/jenis-ganti-rugi-dalam-hukum-perdata-indonesia/?lang=id. Diakses pada tanggal 25 juli 

2024 
20

 https://mh.uma.ac.id/pengertian-penyelesaian-sengketa-non-litigasi/ Diakse tanggal 6 september 2024 
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perdamaian yang menghadirkan orang ketiga dalam kedudukan tidak memihak salah satu 

pihak/netral.  

Misal dalam kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban hanya mengalami luka 

ringan. Korban dan pengemudi sepeda lsitrik tersebut sepakat menyelesaikannya dengan upaya 

perdamaian maka itu bisa diselesaikan dengan cara damai, melalui musyawarah dengan 

melibatkan pihak lain. misalnya, saksi mata yang terdapat saat terjadinya peristiwa dan tidak 

memberatkan satu sama lain. Karena agar dikemudian hari tidak timbul lagi atau diungkit lagi 

apa yang sudah menjadi kesepakatan dalam perdamaian tersebut.  
 

IV.PENUTUP 

Kesimpulan 

Sepeda listrik merupakan kendaraan yang termasuk baru masuk ke Indonesia. Sepeda 

lsitrik tidak dapat sepenuhnya dikatakan bukan sebagai kendaraan bermotor, mengingat sepeda 

listrik memiliki penggerak motor berupa penggerak mesin berbasis listrik, hanya saja untuk 

saat ini sepeda listrik harus mengikuti ketentuan kendaraan bermotor. Akibat kurangnya regu-

lasi yang jelas dan komprehensif untuk menangani perkembangan teknologi transportasi yang 

tergolong baru ini. Sepeda listrik ini cukup mudah digunakan, cukup dengan mengisi daya 

selama beberapa jam, sepeda listrik siap digunakan tanpa perlu bahan bakar. Hanya saja 

pengaturan sepeda listrik untuk saat ini masi di rasa belum cukup atau belum secara rinci 

mengatur jenis kendaraan tersebut. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan 

Menteri Perhubungan No 45 Tahun 2020 belum mampu mengatur secara ekplisit karena belum 

terdapat sanksi terhadap penggunaan sepeda listrik. Terdapat ketidakjelasan dalam 

pengkategorian sepeda listrik, Kurangnya infrastruktur yang mendukung penggunaan sepeda 

listrik, termasuk jalur khusus, dan stasiun pengisian daya, dan area parkir yang aman dan 

sesuai. 

 

Saran 
Pemerintah sebaiknya segera menyusun dan mengimplementasikan peraturan khusus 

yang mengatur penggunaan sepeda listrik secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan No 45 Tahun 2020. Regulasi ini harus secara jelas 

mengkategorikan sepeda listrik sebagai kendaraan bermotor atau tidak bermotor dan 

menetapkan sanksi bagi pelanggar. Selain itu, perlu ada standar teknis yang mengatur aspek 

keselamatan, termasuk penggunaan perlengkapan keselamatan yang wajib. Penting juga untuk 

menambahkan infrastruktur yang mendukung, seperti membangun jalur khusus sepeda. Upaya 

ini harus disertai dengan program edukasi untuk meningkatkan pengetahuan pengguna tentang 

aturan lalu lintas dan tata cara berkendara yang aman, guna mengurangi risiko kecelakaan dan 

memastikan keselamatan di jalan raya.Perlu adanya penguatan dalam penegakan tanggung 

jawab hukum bagi pengguna sepeda listrik yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri 

Perhubungan No 45 Tahun 2020, termasuk sanksi yang tegas untuk pelanggaran yang 

mengakibatkan kerugian. Kompensasi harus diwajibkan untuk kerugian materiil dan immateriil 

yang timbul akibat pelanggaran. Pengembangan mekanisme yang jelas dan efektif untuk 

menilai dan menuntut ganti rugi harus dilakukan, serta kebijakan yang memperkuat 

pengawasan dan penegakan hukum harus diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap 

regulasi. Upaya ini harus disertai dengan program edukasi untuk meningkatkan pengetahuan 

pengguna tentang aturan lalu lintas dan tata cara berkendara yang aman, guna mengurangi 

risiko kecelakaan dan memastikan keselamatan di jalan raya. Peran orang tua menjadi sangat 

penting dalam memberi arahan terhadap anak tentang bahaya penggunaan sepeda listrik di jalan 

raya. 
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